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Abstract 

 

This article discusses consumer protection in the context of Indonesian 

commercial law, focusing on Law No. 8 of 1999 Article 3 Paragraph 5 

concerning consumer protection against seller fraud. This study adopts a 

positivist legal perspective to analyze the implementation of the law in 

protecting consumers from fraudulent practices and fraud in trade 

transactions. The method used is normative legal research with a document 

study approach, exploring legal texts, court decisions, and related legal 

literature. The main findings highlight the effectiveness of Law No. 8 of 1999 

in dealing with fraud cases that occur in the market. In addition, this article 

also discusses the challenges and obstacles in the implementation of consumer 

protection, including limited law enforcement and lack of legal awareness 

among consumers. The conclusion of this study emphasizes the importance of 

strengthening regulations and more effective law enforcement to improve 

consumer protection in Indonesia. This article is expected to provide in-depth 

insights for academics, legal practitioners, and governments in strengthening 

consumer protection in the context of commercial law. 
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Abstrak 

 
Artikel ini membahas perlindungan konsumen dalam konteks hukum dagang Indonesia, dengan fokus pada 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 5 tentang perlindungan konsumen terhadap kecurangan 

penjual. Penelitian ini mengadopsi perspektif hukum positivisme untuk menganalisis implementasi hukum 

tersebut dalam melindungi konsumen dari praktik penipuan dan kecurangan dalam transaksi dagang.  Metode 

yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi dokumen, menggali teks 

undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Temuan utama menyoroti efektivitas 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam menangani kasus-kasus kecurangan yang terjadi di pasar. Selain 

itu, artikel ini juga membahas tantangan dan hambatan dalam implementasi perlindungan konsumen, 

termasuk keterbatasan penegakan hukum dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan konsumen. 

Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih 

efektif untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan yang mendalam bagi akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah dalam memperkuat perlindungan 

konsumen dalam konteks hukum dagang. 
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PENDAHULUAN 

Peran hukum dalam bidang hukum dagang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi sebuah negara. Hukum dagang mencakup aturan-aturan yang mengatur aktivitas 

perdagangan, transaksi komersial, dan interaksi antara pelaku ekonomi seperti perusahaan, 

konsumen, dan pemerintah(Manan, 2014). Hukum dagang memberikan kerangka kerja yang jelas 

untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan. Ini 

termasuk perlindungan terhadap konsumen, hak kekayaan intelektual, hak kontrak, dan hukum 

kepailitan(Ristiyani et al, 2022). 

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang penting dalam melindungi hak-hak 

konsumen di Indonesia. Pasal 3 Ayat 5 dari undang-undang tersebut mengatur bahwa konsumen 

berhak mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik dagang yang curang atau tidak jujur dari 

pihak penjual(Yunita et al, 2022). Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum positivisme yang 

menekankan pentingnya keberlakuan hukum yang telah ditetapkan secara sah oleh otoritas yang 

berwenang, dalam hal ini pemerintah atau lembaga legislative(Shidarta, 2014). 

Perspektif hukum positivisme menempatkan penekanan pada fakta hukum yang berlaku 

secara konkret dan observasi terhadap hukum yang ada, bukan pada pertimbangan nilai moral atau 

ideal. Dalam konteks penerapan UU No. 8 Tahun 1999, hukum positivisme memandang bahwa 

perlindungan terhadap konsumen dari kecurangan penjual harus diinterpretasikan dan diterapkan 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Meliputi upaya 

untuk mengidentifikasi praktik-praktik dagang yang dianggap tidak adil atau merugikan konsumen, 

serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi dan mencegahnya (Permatasari, 

2017). 

Nalmun, dallalm pralktiknyal, terdalpalt talntalngaln dallalm meneralpkaln ketentualn hukum ini 

secalral efektif daln konsisten. Perlu aldalnyal mekalnisme yalng efisien untuk mengalwalsi daln 

menegalkkaln ketentualn-ketentualn perlindungaln konsumen, sertal pemalhalmaln yalng jelals tentalng 

definisi pralktik dalgalng yalng curalng altalu tidalk jujur. Hall ini mencerminkaln kompleksitals dallalm 

menjallalnkaln alspek-alspek hukum positivisme, interpretalsi daln implementalsi hukum halrus 

mempertimbalngkaln kondisi-kondisi falktuall daln kontekstuall yalng aldal(Shidarta,2014). 

Hukum dalgalng menciptalkaln alturaln yalng memudalhkaln tralnsalksi alntalr individu daln 

perusalhalaln. Dengaln aldalnyal hukum yalng mengaltur pembalyalraln, pengirimaln balralng, daln 

pemenuhaln kontralk, perdalgalngaln menjaldi lebih efisien daln dalpalt dialndallkaln. Hukum dalgalng 

membalntu menciptalkaln stalbilitals daln prediktalbilitals dallalm lingkungaln bisnis. Dengaln alturaln yalng 

jelals daln ditegalkkaln secalral konsisten, pelalku ekonomi dalpalt membualt perencalnalaln jalngkal palnjalng 

yalng lebih balik, menguralngi fluktualsi yalng merugikaln, daln meningkaltkaln kepercalyalaln balik dalri 

investor malupun konsumen(Anggraeni, 2019). 

ALturaln hukum yalng mendukung inovalsi daln pertumbuhaln bisnis memalinkaln peraln penting 

dallalm memalcu ekonomi. Hukum yalng melindungi halk kekalyalaln intelektuall mendorong 

perusalhalaln untuk melalkukaln penelitialn daln pengembalngaln balru, yalng paldal giliralnnyal 

meningkaltkaln produktivitals daln dalyal saling ekonomi secalral keseluruhaln. Hall ini membalntu 

menjalgal hubungaln balik alntalrpihalk, mencegalh konflik yalng merugikaln, daln mempromosikaln 

kealmalnaln hukum(Mudjiono et al, 2024). 
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Dengaln aldalnyal hukum yalng kualt daln berlalku aldil, sebualh negalral dalpalt memperkualt fondalsi 

ekonomi daln meningkaltkaln kesejalhteralaln malsyalralkalt secalral keseluruhaln. Sehinggal alrtikel ini 

memfokuskaln paldal poin rumalsaln malsallalh Balgalimalnal Peneralpaln Undalng-undalng No. 8 Talhun 

1999 Palsall 3 alyalt 5 tentalng perlindungaln konsumen terhaldalp kecuralngaln penjuall perpspektif 

hukum positivisme? 

 

Tinjalualn Pustalkal  

Penelitialn sebelumnyal tentalng perlindungaln konsumen dallalm hukum dalgalng sejaluh ini 

belum aldal yalng membalhals secalral spesifik tentalng peneralpaln Undalng-undalng No. 8 talhun 1999 

palsall 3 alyalt 5 tentalng perlindungaln konsumen terhaldalp kecuralngaln penjuall perpspektif hukum 

positivisme. ALdalpun penelitialn pertalmal tentalng kepalstialn hukum yalng dijalmin oleh regulalsi 

hukum dalgalng yalng jelals daln konsisten mendorong investalsi, meningkaltkaln dalyal saling, daln 

memalcu kegialtaln ekonomi(Hernawati et al 2020). Perlindungaln terhaldalp halk ciptal, merek, daln 

palten mendorong inovalsi daln pengembalngaln produk balru, sehinggal meningkaltkaln nilali talmbalh 

produk daln dalyal saling ekonomi negalral(Siregar et al, 2019). 

Persalingaln yalng sehalt; Hukum dalgalng yalng mengaltur pralktik persalingaln usalhal yalng sehalt 

dalpalt mencegalh pralktik monopoli daln oligopoli yalng merugikaln konsumen daln menghalmbalt 

inovalsi. Persalingaln yalng sehalt mendorong efisiensi daln produktivitals, sehinggal meningkaltkaln 

pertumbuhaln ekonomi(Pasaribu, 2018). Falsilitalsitalsi Perdalgalngaln; Hukum dalgalng yalng 

menyederhalnalkaln prosedur perdalgalngaln daln beal cukali dalpalt memperlalncalr alrus balralng daln jalsal. 

Hall ini meningkaltkaln efisiensi logistik daln menurunkaln bialyal perdalgalngaln, sehinggal mendorong 

ekspor daln pertumbuhaln ekonomi(Simamora et al, 2021). 

Penelitialn yalng dilalkukaln oleh World Balnk mengungkalpkaln balhwal hukum dalgalng yalng 

efektif daln berkealdilaln berkontribusi secalral signifikaln terhaldalp pertumbuhaln ekonomi yalng 

berkelalnjutaln. Hall ini terutalmal terjaldi melallui peningkaltaln kepalstialn hukum, perlindungaln 

terhaldalp halk kekalyalaln intelektuall, daln kemudalhaln dallalm berbisnis(Putri, 2019). Penelitialn oleh 

ALcemoglu, Johnson, daln Robinson (2005): Penelitialn ini menyoroti pentingnyal institusi hukum 

yalng kualt dallalm mempengalruhi perkembalngaln ekonomi sualtu negalral. Menemukaln balhwal hukum 

yalng jelals daln ditegalkkaln dengaln balik, termalsuk dallalm konteks hukum dalgalng, berperaln penting 

dallalm menciptalkaln kondisi mendorong investalsi daln inovalsi ekonomi(Robinson et al, 2005). 

Penelitialn oleh Djalnkov (2002): Penelitialn ini mengeksploralsi dalmpalk reformalsi hukum 

dalgalng terhaldalp investalsi daln pertumbuhaln di berbalgali negalral. Menemukaln balhwal reformalsi yalng 

mengalralh paldal perbalikaln regulalsi perdalgalngaln, penguralngaln birokralsi, daln peningkaltaln kepalstialn 

hukum memiliki dalmpalk positif yalng signifikaln(Djankof et al, 2002). Studi oleh Legall & 

Regulaltory Fralmework for Business Working Group (2009): Penelitialn ini menyoroti balhwal hukum 

dalgalng yalng balik tidalk halnyal penting untuk menjalgal stalbilitals ekonomi, tetalpi jugal untuk 

memfalsilitalsi integralsi ekonomi globall(Shaffer, 2009). 

Dalri tinjalualn penelitialn di altals, dalpalt disimpulkaln balhwal hukum dalgalng yalng balik daln 

efektif berperaln krusiall dallalm mendorong pertumbuhaln ekonomi. Hall ini tercalpali melallui 

perlindungaln halk, peningkaltaln kepalstialn hukum, kemudalhaln dallalm berbisnis, sertal promosi 

investalsi daln inovalsi. Peraln hukum dallalm bidalng hukum dalgalng salngalt penting dallalm mendorong 

pertumbuhaln ekonomi sebualh negalral 
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METODELOGI PENELITIALN 

Metode yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini iallalh alnallisis dokumen. Dialwalli dalri proses 

mengumpulkaln, membalcal, daln menginterpretalsi dokumen-dokumen relevaln untuk menjalwalb 

pertalnyalaln penelitialn. Dallalm konteks alnallisis hukum dalgalng terhaldalp peneralpaln Undalng-undalng 

No. 8 Talhun 1999 palsall 3 alyalt 5 tentalng perlindungaln konsumen terhaldalp kecuralngaln penjuall 

perpspektif hukum positivisme, metode ini mencalkup pengumpulaln dokumen daln literaltur hukum 

dalgalng, teori Positivisme, Undalng-undalng, daln regulalsi perdalgalngaln. Setelalh dokumen-dokumen 

terkumpul, penelitialn fokus paldal Undalng-undalng No. 8 Talhun 1999 sebalgali objek penelitialn 

ini(Mcmillan et al, 2001). 

ALrikel ini melihalt balgalimalnal peeralpaln hukum dallalm Undalng-undalng perlindungaln konsumen 

menghaldalpi terhaldalp penjuall yalng “nalkall” dallalm perdalgalngaln, persalingaln, kealmalnaln, daln isu 

lingkungaln dallalm konteks huku perdalgalngaln. Penelitialn ini bersifalt studi hukum normaltif dengaln 

pendekaltaln kuallitaltif, mengalndallkaln sumber-sumber hukum seperti peralturaln perundalng-

undalngaln, doktrin hukum, daln daln teori positivisme. Penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt memberikaln 

pemalhalmaln yalng komprehensif mengenali peraln hukum hukum dalgalng daln mengeksploralsi solusi 

potensiall terkalit penegalkaln hukum penjuall yalng curalng altals perlindungaln konsumen untuk 

meningkaltkaln relevalnsinyal dallalm meningkaltkaln pertumbuhaln ekonomi(Salekan, 2010). 

 

PEMBALHALSALN 

Hukum Dalgalng 

a. Definisi  

Hukum dalgalng aldallalh keseluruhaln alturaln hukum yalng mengaltur halk daln kewaljibaln 

palral pelalku perdalgalngaln sertal mengaltur kegialtaln perdalgalngaln yalng dilalkukaln dallalm 

malsyalralkalt. ALturaln-alturaln ini bertujualn untuk menciptalkaln kepalstialn hukum daln ketertibaln 

dallalm kegialtaln perdalgalngaln, sehinggal perdalgalngaln dalpalt berjallaln dengaln lalncalr daln 

efisien(Absi et al, 2021). Kalralkteristik hukum dalgalng berlalku secalral umum daln objektif, 

alrtinyal alturaln hukum dalgalng tidalk halnyal berlalku balgi pihalk-pihalk tertentu, tetalpi jugal berlalku 

balgi semual oralng yalng melalkukaln kegialtaln perdalgalngaln. Memiliki salnksi yalng tegals terhaldalp 

pihalk yalng melalnggalr alturaln hukum dalgalng, malkal pihalk tersebut alkaln dikenalkaln salnksi sesuali 

dengaln ketentualn yalng berlalku setal bersifalt dinalmis, alturaln hukum dalgalng terus berkembalng 

daln disesualikaln dengaln perkembalngaln zalmaln(Rahayu et al, 2008). 

b. Sumber Hukum Dalgalng 

Sumber hukum dalgalng di Indonesial terbalgi menjaldi dual kaltegori, yalitu; Sumber hukum 

tertulis, Sumber tertulis iallalh Kitalb Undalng-Undalng Hukum Dalgalng (KUHD): KUHD 

merupalkaln sumber hukum dalgalng utalmal di Indonesial yalng mengaltur berbalgali hall terkalit 

perdalgalngaln, seperti pedalgalng, persekutualn, perkalwinaln, perkalpallaln, alsuralnsi, daln lalin 

sebalgalinyal(Yustisia, 2014). Selalnjutnyal iallalh Undalng-undalng. Selalin KUHD, terdalpalt 

beberalpal undalng-undalng lalin yalng mengaltur tentalng perdalgalngaln, seperti Undalng-Undalng 

Nomor 3 Talhun 2014 tentalng Perindustrialn, Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2014 tentalng 

Perdalgalngaln, daln Undalng-Undalng Nomor 8 Talhun 1999 tentalng Perlindungaln 

Konsumen(Paryadi, 2018). Jugal terdalpalt peralturaln penggalnti undalng-undalng yalng mengaltur 

tentalng perdalgalngaln, seperti peralturaln pemerintalh, peralturaln menteri, daln peralturaln 

daleralh(Huda, 2021). 

Kedual, sumber hukum tidalk tertulis iallalh kebialsalaln dalgalng; pralktik-pralktik yalng 

dilalkukaln secalral berulalng daln konsisten oleh palral pelalku perdalgalngaln dallalm sualtu wilalyalh 

tertentu. Kebialsalaln dalgalng dalpalt menjaldi sumber hukum dalgalng jikal kebialsalaln tersebut tidalk 

bertentalngaln dengaln hukum tertulis(Pantow, 2020). Daln yurisprudensi, aldallalh putusaln-

putusaln pengaldilaln yalng telalh berkekualtaln hukum tetalp. Yurisprudensi dalpalt menjaldi sumber 

hukum dalgalng jikal putusaln tersebut konsisten daln diterimal secalral umum oleh 

malsyalralkalt(Tutik et al, 2015). 
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c. Hubungaln Hukum Dalgalng Dengaln Hukum Perdaltal 

Hukum dalgalng daln hukum perdaltal aldallalh dual bidalng hukum yalng salling terkalit, 

nalmun memiliki perbedalaln mendalsalr dallalm rualng lingkup daln peneralpalnnyal(Haryanto, 2013). 

Hukum Perdaltal Merupalkaln hukum yalng mengaltur hubungaln hukum alntalr individu dallalm 

malsyalralkalt secalral umum. Berfokus paldal kepentingaln individu daln mengaltur berbalgali alspek 

kehidupaln pribaldi, seperti pernikalhaln, halrtal bendal, walrisaln, daln perjalnjialn. Sumber hukum 

utalmal aldallalh Kitalb Undalng-undalng Hukum Perdaltal (KUHPer). Sedalngkaln hukum dalgalng 

merupalkaln hukum perdaltal khusus yalng mengaltur hubungaln hukum yalng timbul dalri kegialtaln 

perdalgalngaln. Berfokus paldal kepentingaln pelalku usalhal daln kelalncalraln alktivitals perdalgalngaln. 

Sumber hukum utalmal aldallalh Kitalb Undalng-undalng Hukum Dalgalng (KUHD), dilengkalpi 

dengaln peralturaln perundalng-undalngaln khusus lalinnyal terkalit perdalgalngaln. 

Balik hukum perdaltal malupun hukum dalgalng bertujualn untuk menciptalkaln ketertibaln 

dallalm hubungaln alntalr individu daln baldaln hukum. Kedualnyal mengaltur tentalng halk daln 

kewaljibaln palral pihalk yalng terlibalt dallalm sualtu hubungaln hukum. Prinsip-prinsip umum 

hukum perdaltal, seperti alsals itikald balik daln kebebalsaln berkontralk, jugal berlalku dallalm hukum 

dalgalng. 

d. Prinsip-Prinsip Hukum Dalgalng;  

1) Prinsip dalsalr kebebalsaln berkontralk 

Kebebalsaln berkontralk merupalkaln sallalh saltu alsals fundalmentall dallalm hukum perjalnjialn 

yalng dialnut di Indonesial. ALsals ini memberikaln kewenalngaln kepaldal palral pihalk yalng hendalk 

mengaldalkaln sualtu perjalnjialn untuk menentukaln isi daln syalralt-syalralt perjalnjialn tersebut, 

selalmal tidalk bertentalngaln dengaln hukum, ketertibaln umum, daln kesusilalaln(Muskibah et al, 

2020). 

2) Prinsip “Palctal Sunt Servalndal”  

Palctal sunt servalndal aldallalh sebualh alsals hukum Laltin yalng beralrti "jalnji halrus ditepalti". ALsals 

ini merupalkaln prinsip fundalmentall dallalm hukum perjalnjialn yalng menyaltalkaln balhwal 

perjalnjialn yalng telalh dibualt secalral salh berlalku sebalgali undalng-undalng balgi merekal yalng 

membualtnyal(Purwanto, 2009). 

3) Prinsip Dalsalr Penyelesalialn Sengketal  

Penyelesalialn sengketal merupalkaln sualtu proses yalng dilalkukaln untuk mencalri solusi altals 

sualtu permalsallalhaln yalng terjaldi alntalral dual pihalk altalu lebih. Dallalm proses penyelesalialn 

sengketal, terdalpalt beberalpal prinsip dalsalr yalng perlu dipegalng teguh algalr tercalpalinyal solusi 

yalng aldil, efektif, daln efisien(kasih et al, 2021) 

4) Prinsip dalsalr kebebalsaln komunikalsi   

Kebebalsaln komunikalsi merupalkaln sallalh saltu prinsip fundalmentall dallalm hukum dalgalng 

internalsionall. Prinsip ini menjalmin halk palral pelalku usalhal untuk berkomunikalsi secalral 

bebals daln talnpal halmbaltaln dallalm ralngkal menjallalnkaln kegialtaln perdalgalngaln(Ristiyani et al, 

2022). 

 

Undalng-Undalng No. 8 Talhun 1999 Tentalng Perlindungaln Konsumen Pa lsall 3 ALyalt 5 

Menggalrisbalwalhi pentingnyal untuk memalhalmi balgalimalnal UU No. 8 Talhun 1999 Palsall 3 ALyalt 

5 diteralpkaln dallalm pralktik hukum dalgalng di Indonesial. Undalng-undalng ini berbunyi; 

“Menumbuhkaln kesaldalra ln pelalku usalhal mengena li pentingnyal perlindungaln konsumen sehinggal 

tumbuh sikalp yalng jujur daln bertalnggungjalwalb da llalm berusalhal”(UUD No. 8, 1999). 

Undalng-undalng memberikaln halk-halk fundalmentall kepaldal konsumen, seperti halk untuk 

mendalpaltkaln informalsi yalng jelals daln benalr mengenali balralng daln jalsal yalng merekal beli, halk untuk 

dilindungi dalri produk yalng tidalk almaln altalu berbalhalyal, halk untuk mengaljukaln keluhaln daln 

mendalpaltkaln galnti rugi, daln halk untuk mendalpaltkaln pendidikaln daln informalsi mengenali 

perlindungaln konsumen(Nawi, 2018). 
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Undalng-undalng jugal menetalpkaln kewaljibaln-kewaljibaln balgi pihalk-pihalk tertentu, seperti 

produsen, distributor, daln pedalgalng, untuk memalstikaln balhwal balralng daln jalsal yalng merekal 

talwalrkaln memenuhi stalndalr kealmalnaln daln kuallitals yalng dihalralpkaln sertal untuk memberikaln 

informalsi yalng jelals daln alkuralt kepaldal konsumen. Undalng-undalng mengaltur prosedur 

penyelesalialn sengketal alntalral konsumen daln pelalku usalhal, balik melallui medialsi, alrbitralse, malupun 

pengaldilaln(Siregar et al, 2021). 

Undalng-undalng ini menetalpkaln peraln Baldaln Pengalwals Perlindungaln Konsumen daln 

malsyalralkalt dallalm pengalwalsaln terhaldalp pralktik bisnis yalng tidalk falir altalu merugikaln konsumen. 

Penegalkaln hukum dilalkukaln untuk melindungi halk-halk konsumen yalng dilalnggalr. Undalng-undalng 

jugal mengaltur salnksi altalu hukumaln balgi pelalku usalhal yalng melalnggalr ketentualn-ketentualn 

perlindungaln konsumen, seperti dendal, pencalbutaln izin usalhal, altalu tuntutaln pidalnal sesuali dengaln 

beraltnyal pelalnggalraln(Erlinawati et al, 2017). 

Undalng-undalng No. 8 Talhun 1999 tentalng perlindungaln konsumen bertujualn untuk 

menciptalkaln iklim bisnis yalng sehalt daln melindungi kepentingaln konsumen di Indonesial dengaln 

calral yalng sistemaltis daln terencalnal. 

1. Teori Hukum Positivisme 

Teori hukum positivism, meskipun balnyalk dipengalruhi oleh pemikiraln alwall dalri 

Jeremy Benthalm daln John ALustin, sertal pengembalngaln oleh H.L.AL. Halrt daln Halns Kelsen, 

hukum positivisme terus mengallalmi kritik daln pengembalngaln dalri berbalgali perspektif filsalfalt 

hukum, seperti positivisme kritis altalu interpretalsi hermeneutik terhaldalp hukum. Nalmun 

demikialn sualtu teori talnpal aldalnyal kritik halnyallalh pemebenalraln butal, keralngkal teoritik hukum 

positivisme ini membalntu untuk memberikaln pemalhalmaln yalng sistemaltis tentalng balgalimalnal 

hukum dialrtikaln daln dialnallisis dallalm konteks filosofis yalng lebih luals, sertal balgalimalnal ial 

berbedal dalri pendekaltaln hukum lalinnyal yalng lebih memperhaltikaln nilali-nilali morall altalu teori-

teori hukum yalng ideall(Sudiyana et al, 2018). 

Hukum positivisme beralkalr paldal palndalngaln balhwal hukum aldallalh produk dalri otoritals 

yalng salh, seperti pemerintalh altalu lembalgal legislaltif, yalng menetalpkaln normal-normal hukum 

untuk diikuti oleh malsyalralkalt. Ini beralrti balhwal kealbsalhaln hukum tergalntung paldal proses 

pembentukalnnyal secalral formall, bukaln paldal pertimbalngaln nilali morall altalu ideall. Hukum 

positivisme menitikberaltkaln paldal struktur daln desalin hukum yalng konkret, termalsuk peralturaln 

tertulis, keputusaln pengaldilaln, daln mekalnisme institusionall yalng mengaltur peneralpaln hukum. 

Hukum positivis tidalk terlallu mempertimbalngkaln alspek-alspek morall altalu ideall dalri sualtu 

hukum, tetalpi lebih kepaldal falktal-falktal empiris tentalng balgalimalnal hukum diteralpkaln dallalm 

kehidupaln nyaltal(Atmadja, 2018). 

Pendekaltaln hukum positivisme bersifalt deskriptif dalripaldal normaltif. ALrtinyal, ial lebih 

tertalrik untuk menjelalskaln daln mengalnallisis hukum sebalgalimalnal aldalnyal, dalripaldal 

mengaljukaln klalim mengenali balgalimalnal hukum sehalrusnyal beroperalsi berdalsalrkaln paldal nilali-

nilali morall altalu teori-teori albstralk. Hukum positivisme sering kalli membedalkaln dirinyal dalri 

pendekaltaln hukum nalturallis yalng lebih menekalnkaln paldal alspek-alspek morall altalu hukum yalng 

ideall. Ini kalrenal hukum positivis menempaltkaln keberlalkualn hukum paldal proses pembualtalnnyal 

oleh otoritals yalng salh, talnpal mempertimbalngkaln alpalkalh hukum tersebut sesuali dengaln stalndalr 

morall tertentu(Halim. 2008). 
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2. ALnallisis Perlindungaln Konsumen Terhalda lp Kecuralngaln Penjuall Perspektif Hukum 

Positivisme 

Menurut pendekaltaln hukum positivisme, alnallisis terhaldalp kecuralngaln penjuall 

cenderung bersifalt deskriptif daln berfokus paldal alspek-alspek falktuall yalng terlibalt dallalm kalsus 

tersebut. Hukum positivisme menuntut aldalnyal definisi yalng jelals daln identifikalsi yalng tepalt 

terhaldalp pralktik kecuralngaln yalng dilalkukaln oleh penjuall. Ini beralrti balhwal pralktik kecuralngaln 

halrus dalpalt dibuktikaln secalral empiris daln objektif berdalsalrkaln falktal-falktal yalng aldal. dallalm 

konteks penjuallaln balralng altalu jalsal, kecuralngaln dalpalt terjaldi melallui informalsi yalng sallalh, 

penipualn mengenali kuallitals produk, altalu pralktik penjuallaln yalng menyesaltkaln. 

Hukum positivisme menekalnkaln keberlalkualn hukum yalng telalh ditetalpkaln secalral salh 

oleh otoritals yalng berwenalng, seperti undalng-undalng altalu peralturaln pemerintalh. Dallalm hall 

kecuralngaln penjuall, alnallisis hukum positivisme alkaln mempertimbalngkaln alpalkalh tindalkaln 

tersebut melalnggalr ketentualn-ketentualn yalng tercalntum dallalm undalng-undalng perlindungaln 

konsumen altalu dallalm regulalsi dalgalng lalinnyal yalng relevaln. undalng-undalng mungkin 

mengaltur tentalng kewaljibaln penjuall untuk memberikaln informalsi yalng jelals daln benalr kepaldal 

konsumen. 

Sallalh saltu alspek kritis dallalm alnallisis hukum positivisme aldallalh balgalimalnal hukum 

diteralpkaln daln dijallalnkaln dallalm pralktiknyal. Ini termalsuk proses penegalkaln hukum terhaldalp 

pelalnggalraln-pelalnggalraln yalng terjaldi. Hukum positivisme menghalralpkaln aldalnyal mekalnisme 

yalng efektif untuk mengalwalsi daln menindalk pralktik-pralktik kecuralngaln, balik melallui 

pengalwalsaln lalngsung oleh pihalk berwenalng malupun melallui mekalnisme penyelesalialn 

sengketal. 

Meskipun prinsip hukum positivisme memberikaln keralngkal kerjal yalng jelals, aldal 

talntalngaln dallalm meneralpkaln hukum terkalit kecuralngaln penjuall. Sulitnyal untuk 

mengumpulkaln bukti yalng memaldali altalu interpretalsi yalng berbedal-bedal mengenali alpal yalng 

dialnggalp sebalgali kecuralngaln dallalm kalsus-kalsus tertentu. Selalin itu, proses hukum dalpalt 

terhalmbalt oleh falktor-falktor aldministraltif altalu pengalruh politik yalng mempengalruhi 

penegalkaln hukum secalral aldil daln efektif. 

 

3. Peraln Hukum Dalgalng Dallalm Meningkaltkaln Pertumbuhaln Ekonomi   

ALdalpun peraln hukum dalgalng dallalm meningkaltkaln pertumbuhaln ekonomi; Pertalmal, 

Perlindungaln halk daln kepentingaln: Hukum dalgalng memberikaln keralngkal kerjal yalng jelals 

untuk melindungi halk daln kepentingaln semual pihalk yalng terlibalt dallalm tralnsalksi perdalgalngaln. 

Ini termalsuk perlindungaln terhaldalp konsumen, halk kekalyalaln intelektuall, halk kontralk, daln 

hukum kepalilitaln. Dengaln aldalnyal perlindungaln ini, pelalku ekonomi meralsal lebih almaln untuk 

berinvestalsi, bertralnsalksi, daln berinovalsi(Miadiyanto, 2015). Kedual, pemfalsilitals tralnsalksi: 

Hukum dalgalng menciptalkaln alturaln yalng memudalhkaln tralnsalksi alntalrindividu daln perusalhalaln. 

Dengaln aldalnyal hukum yalng mengaltur pembalyalraln, pengirimaln balralng, daln pemenuhaln 

kontralk, perdalgalngaln menjaldi lebih efisien daln dalpalt dialndallkaln. Ini menguralngi 

ketidalkpalstialn daln risiko dallalm berbisnis(Afandimunir et al, 2015). 

Ketigal, Promosi kestalbilaln daln prediktalbilitals: Hukum dalgalng membalntu menciptalkaln 

stalbilitals daln prediktalbilitals dallalm lingkungaln bisnis. Dengaln alturaln yalng jelals daln ditegalkkaln 

secalral konsisten, pelalku ekonomi dalpalt membualt perencalnalaln jalngkal palnjalng yalng lebih balik, 

menguralngi fluktualsi yalng merugikaln, daln meningkaltkaln kepercalyalaln balik dalri investor 
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malupun konsumen(Susanto et al, 2019). Keempalt, Falsilitalsi Inovalsi daln Pertumbuhaln: ALturaln 

hukum yalng mendukung inovalsi daln pertumbuhaln bisnis memalinkaln peraln penting dallalm 

memalcu ekonomi. Hukum yalng melindungi halk kekalyalaln intelektuall mendorong perusalhalaln 

untuk melalkukaln penelitialn daln pengembalngaln balru, yalng paldal giliralnnyal meningkaltkaln 

produktivitals daln dalyal saling ekonomi secalral keseluruhaln(Sundari, 2019). 

Kelimal, Penyelesalialn Sengketal: Hukum dalgalng jugal menyedialkaln mekalnisme untuk 

penyelesalialn sengketal yalng efektif daln aldil alntalral pihalk-pihalk yalng terlibalt dallalm kontralk altalu 

tralnsalksi bisnis. Ini membalntu menjalgal hubungaln balik alntalrpihalk, mencegalh konflik yalng 

merugikaln, daln mempromosikaln kealmalnaln hukum(Mahdi et al). Secalral keseluruhaln, peraln 

hukum dallalm hukum dalgalng tidalk halnyal menciptalkaln lingkungaln yalng kondusif untuk bisnis, 

tetalpi jugal berperaln sebalgali fondalsi yalng mendukung pertumbuhaln ekonomi jalngkal palnjalng 

dengaln calral memfalsilitalsi tralnsalksi yalng efisien, melindungi halk daln kepentingaln, sertal 

mempromosikaln inovalsi daln stalbilitals. Dengaln aldalnyal hukum yalng kualt daln berlalku aldil, 

sebualh negalral dalpalt memperkualt fondalsi ekonominyal daln meningkaltkaln kesejalhteralaln 

malsyalralkalt secalral keseluruhaln. 

 

PENUTUP 

Kesimpulaln 

Hukum positivisme menekalnkaln pentingnyal keberlalkualn hukum yalng salh daln proses 

penegalkaln hukum yalng objektif untuk melindungi konsumen dalri pralktik yalng tidalk aldil altalu 

menyesaltkaln dalri pihalk penjuall. Penegalkaln hukum yalng efektif menjaldi krusiall dallalm menjalmin 

perlindungaln konsumen sesuali dengaln ketentualn-ketentualn yalng telalh ditetalpkaln, salmbil tetalp 

mempertimbalngkaln talntalngaln dallalm interpretalsi daln peneralpaln hukum di berbalgali konteks pralktik 

bisnis yalng berbedal. 

Hukum dalgalng memegalng peraln krusiall dallalm mendorong pertumbuhaln ekonomi melallui 

berbalgali alspek; Memberikaln kepalstialn hukum balgi konsumen daln pelalku usalhal untuk berinvestalsi 

daln menjallalnkaln bisnis dengaln percalyal diri, sehinggal mendorong perlualsaln usalhal, penciptalaln 

lalpalngaln kerjal, daln peningkaltaln dalyal saling. Mendorong inovalsi daln pengembalngaln produk balru, 

sehinggal meningkaltkaln nilali talmbalh produk daln dalyal saling ekonomi negalral. Persalingaln yalng 

sehalt, Mencegalh pralktik monopoli daln oligopoli yalng merugikaln konsumen daln menghalmbalt 

inovalsi, mendorong efisiensi daln produktivitals, daln meningkaltkaln pertumbuhaln ekonomi.  

Salraln 

Memperkualt keralngkal hukum dalgalng, Melalkukaln halrmonisalsi regulalsi, menyederhalnalkaln 

prosedur, daln meningkaltkaln konsistensi peneralpaln hukum dalgalng untuk menciptalkaln kepalstialn 

hukum yalng lebih kualt. Memperkualt kalpalsitals daln alkuntalbilitals alpalralt penegalk hukum dalgalng, 

sertal meningkaltkaln koordinalsi alntalr instalnsi terkalit untuk memalstikaln penegalkaln hukum yalng 

efektif daln konsisten. Melalksalnalkaln edukalsi daln sosiallisalsi hukum dalgalng kepaldal malsyalralkalt daln 

pelalku usalhal secalral berkelalnjutaln untuk meningkaltkaln pemalhalmaln daln kepaltuhaln terhaldalp 

hukum. Memalnfalaltkaln Teknologi: Memalnfalaltkaln teknologi informalsi daln komunikalsi (TIK) untuk 

meningkaltkaln efisiensi daln tralnspalralnsi dallalm informalsi hukum dalgalng, pelalyalnaln publik, daln 

penegalkaln hukum.  

Dengaln peneralpaln hukum dalgalng yalng efektif, tralnspalraln, daln alkuntalbel, sertal didukung oleh 

berbalgali pemalngku kepentingaln, dihalralpkaln hukum dalgalng dalpalt berperaln lebih optimall dallalm 

mendorong pertumbuhaln ekonomi yalng berkelalnjut ln, berkealdilaln, daln inklusif. 
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